
PEMERINTAJ! KABUPATEN KARANGAJ',YAR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANVAR 

NOMOR ~ TAHUN 2008 

TENTANG 

PENGANGKA TAN PEGA WAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL 

DI PEMERINT AH KABUPATEN KARANGANY AR 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPA TI KARANGANV AR, 

a. bahwa dalam rangka penye;enggaraan pemerintahan yang efektif dan 

efisien, maka perlu didukung Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas, 

profesional, memiliki keunggulan kompetitif serta memegang teguh 

etika biro!<rasi dalam memberikan pelayanan k::!pada masyarakat; 

b. bahwa untuk mencapai prinsip objektifitas dan keadilan dalam 

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai N egeri Sipil 

dalam jabatzn struktural maka perlu menerapkan nilai-nilai impersonal, 

keterbukaan dan penetapan persyaratan jabatan yang terukur secara 

profesional bagi Pegawai Negeri Sipil; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b maka 

dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar. 

1. undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Pemerintahan yang Bersih dan Ilebas dari Kolusi, Korupsi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3851); 



3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3890); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

6. Pcraturan Peliierintah Nornor 30 Tahun 1980 ten tang Peraturan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3176); 

7. Peraturan Pemerintah Ncmor 99 Tahun 2000 te11tang Kenaikan Pangkat 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 32., Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4193); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 

~epublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambaha;1 Lembaran 

Negara Republik Indones:a Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan 

Peratu:.an Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan 

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara 

Rerublik Indonesia Nomor 4019); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 

Pengangkatan, Peminclahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 

:rambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4263); 

11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46.A Tahun 

2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 

Struktural Pegawai Negeri Sipil. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

dan 

Menetapkan 

BUPATIKARANGANYAR 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAl 

NEGER1 SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL 01 PEMERfNTAI-1 

KABUPATEN KARANGANY AR. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar; 

2. Pemerintat Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar; 

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar; 

4. Guber;rnr udalah Gubernur Jawa Tengah; 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah D(:wan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar; 

6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar; 

7. Eselon adalah tingkatan j abatan struktural; 

8. Korr-petensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh 

seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap 

perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga 

pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara 

profesional, efektif dan efisien serta memahami visi dan misi 

pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar; 



~ 

9. Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap 

pejabat struktural; 

10. Kpmpetensi Bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap 

pejabat struktural sesuai dengan bidang pei<:erjaan yang menjadi 

tanggung jawabnya; 

11. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam 

rangka memimpin suatu satuan organisasi pada pcrangkat organisasi 

daerah; 

12. Standar Kompetensi Jabatan Struktural adalah persyaratan kompetensi 

minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tuga.s jabatan struktural; 

13. Uraian Tu gas adalah suatu paparan atas. semua tugas jabatan yang 

merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam 

memproses bahan kerja menjadi basil ke1ja dalarn kondisi tertentu; 

14. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Karanganyar. 

15. Asse.«smenr Center adalah suatu prosedur untuk mengukur pengetahuan, 

keahlian dan kemampuan dengan mempergunakan sejumlah instrumen; 

16. Tim Ahli adalah tim yang bersifat independen yang memiliki 

kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan pengukuran dan 

penilaian kompetensi jabatan struktural. 

BABJI 

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI 

JABA TAN STRUKTURAL 

Pasal 2 

Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menduduki jabatan struktural 

hams memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. berstatus pegawai negeri sipil; 

b. serendah-rendahnya menduduki pc<ngkat 1 (satu) tingkat dibawah 

jenjang pangkat yang ditentukan; 

c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan; 

d. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang•·kurangnya bemilai baik 

dalam 2 .(dua) tahun terakhir; 

e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan 

f. sehat jasmani dan rohani . 



Pasal 3 

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Pejabat 

Pembina Kepegawaian perlu memperhatikan senioritas dalam kepangkatan, 

usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, dan pengalaman yang dimiliki. 

Pasal 4 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam dan dari jabatan struktural 

eselon lI dan III harus mengikuti dan lulus dalam pengukuran dan 

penilaian uji kornpetensi dasar dan bidang. 

(2) Pegawai Negeri Sipil yang d,angkat dalam dan dari jabatan struktural 

harus mengikuti dan lulus pendidikan serta pe-latihan kepemimpinan 

sc.3uai dengan tingkatjabatan struktmal yang ditcntukan. 

(3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam dan dari jabatan struktural 

belmn mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 

sesuai dengan tingkat jabatan struktural wajio mengikuti dan lulus 

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan selarnbat-lambatnya 12 (dua 

belas) bulan sejak yang bersangkutan dilantik. 

( 4) Pengangkatan Pegawai N egeri Sip ii dalan1 dan dari j abatan struktura l 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural 

eselon II ditetapkan dengan Keputvsan Bupati setelah berkonsultasi 

secara tertulis dengan Gubenur. 

(6) Pegawai Nege~i Sipil yang diangka.i: dalam jabatan struktural wajib 

dilantik dan mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati atau pejabat 

yang d~tunjuk. 

(7) Peg&wai Negeri Sipil yang men<luduki jabatan struktural tidak dapat 

menduduki jabatan rangkap dengan jabatan struktural maupun jabatan 

fongsional lainnya. 

BABIIJ 

PEMINOAHAN PEGA W Al NEGERI SIPIL DA LAM DAN DARI 

JABATANSTRUKTURAL 

Pasal 5 

(1) Dalam rangka memperiuas pengalaman, kemampuan, pemahaman 

daerah dan kepentingan instansi periu diselenggarakan perpindahan 

tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja. 

(2) Ser-ara normal perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja, 

dapat <lilakukan dalam waktu antara 2 ( dua) sampai 5 (lima) tahun s~jak 

seseorang diangkat dalan1 jabatan struktural. 



(3) Pemi,1dahan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) -Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural 

eselon II ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah berkonsultasi 

secara tertulis dengan Gubernur. 

BAB IV 

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI .IABATAN 

srRUKTURAL 

Pasal 6 

(1) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena: 

a. mengundurkan diri dari jabatan yang diduduki11ya; 

b. mencapai batas usia pensiun; 

c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; 

d. diangka: dalarn jabatan struktural lain atau jabatan fungsional; 

~- cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan 

negara Karena persalinan; 

f. tugas befa.jar lebih dari 6 ( enam) bulan; 

g. adanya perampingan organisasi pemerintah c.aerah; 

h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; 

i. ha] -hal Jain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

yang bt:rlaku. 

(2) Pernberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Pembcrhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dar, dari jabatan struktural 

eselon II ditetapkan den6an Keputusan Bupat1 setelah berkonsultasi 

secara tertulis dengan Gubernur. 

BABV 

STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL 

Pasal 7 

Standar Kompetensi Jabatan Struktunl dimaksudkan sebagai : 

a. Dasar peny:isunan dan/atau pengembangan program pendidikan dan 

pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil. 

b. Dasar dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan sesuai dengan kompetensi jabatan 

pada perangk.at organisasi daerah di semua eselon. 



Pasal 8 

Standar Kompetensi Jabatan Struktural bertujuan untuk: 

a. Mewujudkan ketepatan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi 

jabatan di semua eselon. 

b. Mcwujudkan efisier.si dan efektivitas pclaksanaan tugas, 

tanggungjawab, Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kornpetensi jabata.n 

serta optimalisasi kinerja di semua eselon. 

Pasal 9 

(l) Kornpetensi Jabatan Struktaral Pegawai Negeri Sipil yang harus dimiliki 

setiap Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Kompetensi Dasar dan 

Kompetensi Bidang. 

(2) Kompctcnsi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcliputi: 

a. Integrita3 

b. Kepemimpinan 

c. Per..:!ncanaan dan Pengorganisasian 

d. Kerjasama 

e. Fleksibilitas 

(3) Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan 

dengan bidrng pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya diserahkan 

kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan 

menda5arkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Pertama 

Penyusun:.m Standar Kompetensi Jabatan Struktural 

Pasal 10 

(]) Pemerintah Daerah wajib menyusun standar kompetensi jabatan 

struktural yang sesuai dencan uraian tugas jabatan. 

(2) Dalam meoyusun standar kompetensi jabatan <;truktural sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Anal is Kompetensi Jabatan 

Struktural yang kedudukan, susunan keanggotaan, dan tugasnya 

ditetapkan dengan Keputm,an Bupati. 



Hagian Kedua 

Pembentukan, Keanggotaan, Susunan Dan Tugas 

Tim Analis Kompetensi Jabatan Struktural 

Pasal 11 

(1) Keanggotaan Tim Analis Kompetensi Jabatan Struktural dibentuk dari 

unsur Satuan Ke~ja Perangkat Daerah; 

(2) Masa keanggotaan Tim Analis Kompetensi Jabatan Struktural paling 

lama 3 (tiga) t1hun; 

(3) Syarnt keanggotaan Tim Analis Kompetensi Jabatan Struktural 

seb<:1.gaimana yang dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut : 

a. mendudukijabatan struktural serendah-rendahnya eselon lV; 

b. pendid1kan se~endah-rendahnya strata 1 (S 1 ); 

c. telah mengikuti bimbingan teknis dan/atw mampu melakukan 

analisis ~tandar kompetensi jabatan berdasarkan penilaian pejabat 

pembina kepegawaian; 

d. syarat-syarat objektif lain yang ditentukan oleh pejabat pembina 

kepegawaian, seperti pengalaman dan kemampuan lain yang 

diperlukan dalam tim. 

(4) Susun2.n keanggotaan Tim Analis Kornpetemi Jabata;1 Struktural 

terdiri dari: 

a. Seorang Ketua merangkap angota; 

b. Seorang Sekretaris mcrangkap anggota; 

c. Sekurang-kurangnya terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota. 

(5) Untuk menjamin . objektivitas dalam menyu.mn standar kompetensi 

jabataP struktural, anggota Tim Analis Kompctcnsi Jabatan Struktural 

ditetapkan dalamjumlah ganjil. 

(6) Ketua Tim Analis Kompetensi Jabatan Struktural dapat ditunjuk dari 

pejabat esel0n II yang secara fungsional be1ianggung jawab di bidang 

kepegawaian, sedangkan sekretaris Tim Analis Kompetensi Jabatan 

Struktural dapat ditunjuk serendah-rendahnya. dari pejabat eselon IV 

yang memiliki kemampuan. 

(7) Tim Analis Kompetensi Jabatan Struktural mempunyai tugas 

mengumpulkan, menyusun, menganalisis data dan informasi yang 

diperlukan dalam rangka menyusun standar kompetensi jabatan 

struktmal serta melakukan pengukuran kompetensi jabatan. 

(8) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan 

menjadi standar kompetensi jabatan struktural oleh Bupati. 



Bagian Ketiga 

Pengukuran Dan Penilaian 

Standar Kompetensi Jabatan Struktural 

Pasal 12 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam dan dari jabatan struktural 

harus memenuhi Standar Kompetensi Jabatan yang dibutuhkan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang b<.:rlaku. 

(2) Untuk meng~tahui kompetensi jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam 

jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada a~rat (1) maka dilakukan 

pengnkuran dan penilaian kompetensi jabatan. 

(3) Pengukurar: dan penilaian kompetensi jabatan Pegawai Negeri Sipil 

dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatm dan Kepangkatan 

(Baperjakat) melalui Assesment center. 

(4) Pengukuran dan penilaian melalui Assesment center dimaksud pada 

ayat (J) dengan menggunakan alat tcs dan wawancara. 

(5) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkat,m (Baperjakat) dalam 

melakukan pengukuran dan penilaian kompeknsi dasar dan bidang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melibatkan tim ahli yang 

profesional dan independen dengan kualifikasi d,:>.n keahlian tertentu. 

(6) Pengukuran dan penilaian kompetensi dasar d,rn bidang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) hanya dilakukan untuk menduduki jabatan 

eselon II dan III. 

(7) Hasil pengukuran dan penilaian kompeteP.si jabatan struktural 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mencantumkan skor dan 

ranking nmlai dari yang tertinggi dan disampaikan kepada peserta yang 

bersangku.tan paling lambat 5 (lima) hari setelah pengukuran dan 

tembusannya disampaikan kepada DPRD. 

(8) Hasil skor dan rangking sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

ditetapkan paling banyak 3 (tiga) kali dari formasi jabatan struktural 

yang memperoleh nilai tertinggi. 

(9) Hasil pengukuran dan penilaian kompetensi jabatan struktural 

sebagaimaua dimaksud pada ayat (8), harus dijadikan bahan 

pertimbangan bagi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 

untuk disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pengangkatan dalam 

jabatan struktural. 

( l 0) Bupati harus memperhatikan dan mempertimbangkan Pegawai 

Negeri Sipil yang diusulkan berdasarkan hasil sebagaimana dirnaksud 

pada ayat (9), untuk mengangkat Pegawai Negeri Si.pil yang akan 

menduduki jabatan struktural. 



BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut 

oleh Bupati. 

Pasal 14 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Karanganyar. 



PENJELASAN 

ATAS 

PERA TORAN DAERAH KABUP ATEN KARANGANY AR 

l'IOMOR f.:t. T AHUN 2008 

TENTANG 

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL 

DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR 

I. UMUM 

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dibutuhkan 

Pegawai Negaeri Sipil yang berkualitas dan profesional, sehingga dapat memberikan pelayanan 

yang optimal kepada masyarakat. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural 

hams mampu mengelola kepemerintahan yang bai~ sehingga dapat mewujudkan visi misi dan 

tujuan Pemerintah Daerah secara maksimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masy 

kab. Karnganyar. Ole!J karena itu dalam pengangkatan jabtan struktural harus memperhatikan 

prestasi kerja dan kompetensi dibidangnya melalui proses yang sistematik damn terukur serta 

obyektifitas disamping persyaratan -- persyaratan lain sesuai dengan peruindang-undangan yang 

berlaku. 

Pengaturan Standar Komµetensi Jabaran Struktural bagi Pemerintah Kabupaten 

Karanganyar digunakan untuk menentukan tolok ukur profesionalitas efisiensi, efektivitas, dan 

kemampuan untuk menerapkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Dalam standar 

kompetensi jabatan ini, mengatur persyaratan-persyaratan yang hams dipenuhi oleh Pegawai 

Negeri Sipil yang akan menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten. 

Kompetensi yang diatur dalan1 Peraturan Daerah ini meliputi kompetensi dasar dan kompetensi 

bidang, kompetensi dasar diantaranya seperti integritas, kepemimpinan, perencanaan dan 

pengorganisasian, kerja sama dan fleksibilitas. Sedangkan kompetensi bidang meliputi kompetensi 

yang diperlukan pejabat sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Untuk mcmberikan dasar hukum pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam 

jabatan struktural serta standar kompetensi jabatan struktural PNS maka perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pengangkatan P~gawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 

II. P ASAL DEMI P ASAL 

Pasal 1 

Cukup Jelas 

Pasal 2 

Cukup Jelas 



Pasal 3 

Cukup Jelas 

Pasal 4 

Cukup Jelas 

Pasal 5 

Cukup Jelas 

Pasal 6 

Cukl:p Jelas 

Pasal 7 

Cukup Jclas 

Pasal 8 

Cukup Jclas 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

/\yat (2) 

Kompetensi Dasar yang digunakan c\alam standar kompdensi jabatan struktural 

meliputi: 

a. lntegritas 

B~rtindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode 

etik profesi dengari mempertahankan nonna-norma sos ial, etika dan organisasi 

walaupun dalan1 keadaan yang sulit untuk melakukanny::t, sehingga terdapat satu 

kesatuan antara kata dan perbuatan. Dalam ~etiap keadaan dapat 

mengkomunikasikan maksud, ide serta perasaan sec;1.ra terbuka, jujur dan 

langsung. 

b. Kepemimpinan 

Tindakan membujuk, :neyakinkan dan mempengaruhi atau memberi kesan kepada 

ornng lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung rencana kerja 

unit organisasi. 

c. Perencanaan dan Pengorganisasian 

Menyusun rencana kerja dan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk unit 

kerjanya sendiri dan unit kerja lainnya demi kelancaran pelaksanaan tugas. 

d. Kerjasan1a 

Dorongan atau kemampuan untuk b~kerja sarna dengan orang lain dan menjadi 

bagian dari suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tugas. 

e. Fleksibilitas 

Keman1puan untuk menyesuaikan diri dan bekerja secara efektif dalam situasi dan 

kondisi yang berbcda dan dengan berbagai individu atau unit kerja lain, 

menyesuaikan diri dan bekerja secara efektif artinya menghargai pendapat yang 

berbeda dan dapat menerima dengan nmdah perubahan dalam organisasi. 



Ayat (3) 

Kompetensi Bidang yang digunakan dalam standar kompetensi jabatan struktural 

meliputi berorientasi pada pelayanan; berorientasi pada kualitas; berpikir analitis; 

berpikir konseptua:l; empati; inisiatif; keahlian teknikal/profesional/manajerial; 

kesadaran berorganisasi; komitmen terhadap organisasi; komunikasi; kreatif dan 

inovatif; mengarahkan/memberikan perintah; manajemen konflik; membangw1 

hubungan kerja; rnembangun hubungan ke1ja strategik; membimbing; memimpin 

kelompok; memimpin rapat; mencari informasi; mengambil resiko; mengembangkan 

orang lain; pembelajarau yang berkelanjutan; pendelegasian wewenang; pengambilan 

keputusan; pengambilan keputusan strategik; pengaturan kerja; pengendalian diri; 

perbaikan terus menerus; percaya diri; perhatian terhadap keteraturan; proaktif; 

semangat untuk berprestasi dan tanggap akan pengaruh budaya. 

Kompetensi bidang ini disesuaikan dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawabnya diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Dacrah masing-masing sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 10 

Cukup Jelas 

Pasal 11 

Cukup Jelas 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Cuknp Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Alat tes yang dipergunakan yaitu dengan uji kecerdasar1 dan kepribadian. Uji 

kecerdasan merupakan pengujian untuk mengetahui kemaff,puan (mental) seseorang 

da1am berpikir menyeluruh (komprehensif) dan logis (reasoning). Uji kepribadian 

adalah pengujian untuk mengukur atau mengetahui kepribadian seseorang. 

Ayat (5) 

Tim ahli yang profesional dan inde-penden adalah tim yang berpengalaman dan 

memiliki kualifikasi keablian di bidang tertentu untuk membantu melakukan 

peng11kuran dan penilaian kompetensi jabatan struktural sepe1ti misalnya lembaga 

konseling dan psikolog. 

Ayat (6) 

cukup jelas 

Ayat (7) 

cukup jelas 

Ayat (8) 

Skar dari hasil pengukuran dan penilaian kompetensi jabatan struktural berlaku paling 

lama 2 ( dua) tahun. 


